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| BUPATI KARANGANYAR
- PROVINSI JAWA TENGAH

| PERATURAN BUPA'I‘I KARANGANYAR S
NOMOR 3TAHUN 2018 o

- TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI vLIN 'UNGAN
~ . PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ‘

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i KARANY

. Menimbang = : a.. ’bahwa pengembangan e-Govemment merupakan upayaf._.
. ~~ untuk menyelenggarakan pemermtahan yang berbasxs DR
'~ pada = pemanfaatan - - Teknologi Informasi-' “dan -

.Komunikasi dalam _proses - pemermtahan untuk{,f

- meningkatkan eﬁsxenm efekt1V1tas, tranSparan31 dan. RSO

~akuntabilitas penyelenggaraan pemenntahan TR

'b. " bahwa 'untuk percepatan perwujudan. e-Government -
- maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis

. dalam tata kelola Teknologi Informasi dan. Komunlkasr{g.{,,A' ,

7 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, L

. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaumana o

" dimaksud dalam' huruf -a dan ‘huruf b, perlu

. menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola =

. Teknologi Informasi dan Komunikasi di angkungan

e Pemcrmtah Kabupaten Karanganyar . T el

7 Mengingat  : 1. fUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang'-;j;‘
.. - Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten _ Dalam N
. Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; : S

- 2. Undang-Undang Nomor 12 'I‘ahun 2011 tentang

. Pembentukan  Peraturan. Perundang—undanganuf
-+ (Lembaran Negara Repubhk Indone31a “Tahun 2011 =
-~ Nomor 82, -Tambahan Lembaran Negara Repubhk*‘j.f‘fi‘;' '
. Indonesia Nomor 5234); ' - S

© 3. Undang-Undang Nomor S Tahun L2 45 tentang‘ o
' Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik @
. Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran}j L
_ " Negara Republik Indonesia Nomor 5494); =~ -
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang’:j’{jf
.. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik -~

 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

~ sebagaimana telah beberapa kali ,__d1ubah ‘terakhir




N Meneté{pkan

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesxa

- Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ‘
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas =
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang -

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara "
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a, s
‘Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak |
Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 5599);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

- Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republlk -
 Indonesia Nomor 5348); ' o
. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatlka Nomor' .
41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan

Umum Tata Kelola Teknologi Informasi 'danv
Komunikasi Nasional; :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara o

dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang

- Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik d1'.

10.

11.

Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan =~

Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

‘Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor -
16, Tambahan  Lembar Daerah  Kabupaten =

Karanganyar Nomor 67); o
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
- Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar '
‘ ’I‘ahun 2016 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

: .PERATURAN BUPATI TENTANG TATA  KELOLA

TEKNOLOGI -INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI"
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.




,”BABI»f
- KETENTUAN UMUM

Pasal1

~ Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan |

1
2.

' menyedlakan suatu fungsi layanan tertentu dalam
- 10.
11.

12,
13.

14,

15.

‘16.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. .
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Karanganyar. v
Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Tata -
Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya

disingkat TIK adalah teknologi yang mencakup perangkat B

keras dan perangkat lunak Komputer serta perangkat
komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan Data
dan informasi.

Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang

digunakan untuk melakukan penghitungan cepat dan ..
komplek, melalui suatu instruksi dan informasi yang )

tersimpan di dalamnya. .
Server adalah  sebuah sistem Komputer yang

sebuah jaringan Komputer. . »
Jaringan Komputer adalah sistem jaringan kerja
Komputer, terdiri d ari dua atau lebih Komputer dan alat

pendukung lain yang saling berhubungan melalui saluran .

komunikasi.

Intemet Protocol yang selanjutnya dlsmgkat IP adalah
lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol untuk
melakukan pengalamatan dan routing paket Data antar
host pada Jaringan Komputer.

Alamat IP adalah sistem pengalamatan di Janngan’
Komputer yang dipresentasikan dengan deretan angka
berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai

255.255.255.255 (IPV.4) atau 6 deret bilangan hexa

(IPV.6) mulai 10.0.0.0.0.0 sampai  dengan
FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF, . :
Data adalah fakta atau sifat dari suatu obyek

Informasi adalah Data yang telah diolah sehmgga
mempunyai suatu arti tertentu.

Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu
pihak kepihak yang lain melalui media perantara yang
bersifat elektronik maupun non elektronik.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkat TIK adalah teknologi berhubungan dengan
pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penylmpanan,
penyebaran, dan penyajian data dan informasi.

Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk
menempatkan sistem elektronik dan komponen
terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan,
dan pengolahan data.



Ty

a7, Router adalah peralatan pada Jarmgan Komputer yang:}"
. berfungsi sebagai penghubung antar Janngan Komputerﬁ,.;**"

" ‘dan mengatur rute transmisi didalamnya. -

- 18. Email adalah sistem untuk mengirimkan pesan melalul
. suatu jaringan Komputer dari satu pengguna yang telah -
- mempunyai alamat Email ke pengguna dengan alamat
. Email lainnya, melalui suatu Server Email.. R o

- 19. Website adalah sekumpulan informasi yang blsa dlakses' L
" melalui sebuah jaringan Komputer, dimana informasi
©tersebut d1tamp11kan dalam bentuk halaman informasi

- terformat yang blsa dlhubungkan ke halaman 1nforma31_

- . lainnya. : .

- .. 20. Domain adalah pengkonver51an angka alarnat IP menjad1 -
. nama atau susunan karakter tertentu rnelalul suatu

" Server nama. - » -

- 21, Sub-Domain adalah baglan dan Domam yang tenntegram -

~dengan Domain utama.

o 22. Bandwidth adalah 3umlahk data d1g1ta1 yang dapat d1k1r1mj »
-~ melalui Jaringan Komputer atau perangkat komunlkasr R

= lainnya, pada satuan waktu tertentu.

23_;Intemet adalah Jaringan Komputer global yang dapat‘f”f

- saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. -

. '24.Sistem Informasi adalah Pengelolaan * teknologi dan i
T 1nforma31 ‘dalam” suatu alur/ proses kerja dalam rangka -

- mencapai suatu tujuan.

L 25 Aplikasi adalah  suatu ‘subsistem . perangkat lunak e
' Komputer yang memanfaatkan kemampuan Komputer

" langsung untuk melakukan suatu tugas yang dunglnkan'

v _i‘;”.”pengguna , : S
"~ 26.Bahasa - Pemrograman ' adalah bahasa buatan yang Lo
' digunakan - untuk - menulis- perlntah yang bisa
~ diterjemahkan ke dalam bahasa mesin- dan kemudlan S

i dijalankan oleh Komputer

~27.Kode -Sumber (source- code) adalah tuhsan penntah-f o
- perintah pada suatu Bahasa Pemrograman - yang dapat
- - dibaca manusia, yang dapat diolah oleh suatu Aplikasi
~ penerjemah, menjadi suatu perangkat lunak yang dapat"'
..~ . dijalankan pada Komputer. = - .
- .28.Keamanan Informasi adalah perhndungan 1nforma31 dan['“

- Sistem. Informas1 dari- akses, penggunaan,- penyebaran,

o {pengubahan gangguan atau penghancuran oleh plhak

" yang tidak berwenang.

29, Chief Information Offi cer yang selanjutnya dlsmgkat CIO}‘;'
‘... adalah pejabat yang: bertanggung Jawab secara umum
R terhadap tata kelola TIK : .

| MAKSUD DAN ’I‘UJUAN R

Pasal 2

" Maksud d1tetapkannya Peraturan Bupat1 1n1 adalah o
Ja. sebagal acuan dalam pengembangan - dan penerapan

tata kelola TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. mendorong terlaksananya - pemanfaatan TIK secara

- benar, efisien, efektlf dan sesua1 dengan perkembangan '
teknolog1 TR o

el ‘menjamin - terSeIenggaranya e»Govemment pada:
- Pemerintah - Daerah . sebagai | upaya meWUJudkan :



pelayanan pnma dan tata kelola pemerintahan yang
profesional, efektif, efisien, dan transparan; dan

d. menjamin terwujudnya integrasi data dan informasi,
infrastruktur = jaringan, Sistem Informasi,  serta

manajemen  pengambilan kebijakan TIK secara
terencana, terukur, dan terpadu. : : ’

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupat1 ini adalah:

a. mengatur penataan sistem jaringan Intemet dan
intranet sebagai fasilitas utama dalam konektivitas data
dan informasi di seluruh Perangkat Daerah;

b. mengatur tata kelola dan pemanfaatan TIK di

Lingkungan Pemerintah Daerah secara termtegra31,

terpadu, dan terdistribusi secara optimal;

meningkatkan efisiensi belanja TIK Pemerintah Daerah

meningkatkan kualitas layanan pubhk melalu1

optimalisasi pemanfaatan TIK;

e. meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas
Data dan Informasi;

f. meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan
TIK; dan

g. melindungi dan mengamankan Data, Informasi,
perangkat keras, perangkat lunak serta produk-produk
TIK lamnya

po

"BAB III
KEBIJAKAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

' - Pasal 4

Kebljakan umum tata kelola TIK dalam Peraturan Bupat1

ini adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah berupaya untuk melaksanakan tata
kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government)
untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan
efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah
di bidang pelayanan publik dan manajemen internal;

b. mengoptimalkan anggaran dan belanja Pemerintah
Daerah di bidang TIK melalui integrasi Sistem Informasi,
jaringan, serta penekanan kepada infrastruktur berbagi
pakai (infrastructur shanng) bagi seluruh PD; dan ‘

c. mempercepat pencapaian mengembangan kawasan
cerdas berbasis teknolog1 1nforrna31 di Daerah.

Pasal S5 ‘
' Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mencakup tata
kelola sumber daya TIK dalam aspek- Infrastruktur
Jaringan TIK, Bandwidth Internet, Sistem Informasi,
.pengelolaan Email, Website, dan Domain Pemerintah
Daerah, standarisasi TIK, dan tata kelola Sumber Daya
Manus1a :



MW

'BAB IV ’
TATA KELOLA SUMBER DAYA TEKNOLOGI INF ORMASI
_ DAN KOMUNIKASI :

Bag1an Kesatu
: Umum’

Pasal 6
Tata kelola sumber daya TIK terdiri atas :
. pengelolaan infrastruktur j jaringan TIK;
. pengelolaan email, Website, dan Domain;
. pengelolaan Bandwidth Internet;
. pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi, dan
Perangkat Lunak (Software};
- standarisasi Keamanan Informasi, jaringan dan S1stem
. Informasi; dan
f. tata kelola Sumber Daya Manusw. di bidang ’I‘IK

ROooTp

(¢

: Bagian Kedua
Pengclolaan Infrastruktur Jarmgan TIK

"Pasal 7

‘(1) Pengelolaan Infrastruktur Jarmgan TIK dibangun dan
- dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, Intranet,
maupun Intermnet, dengan menggunakan med1a konek51
‘kabel (wire) dan tanpa kabel (wireless). :

(2) Jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menghubungkan antar PD dikelola oleh Diskominfo.

(3) Jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menghubungkan internal PD dikelola oleh PD
bersangkutan, serta dapat berkonsultasi dengan
- Diskominfo.

(4) Pedoman teknis pengelolaan Infrastruktur Janngan TIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

: Lamplran Peraturan Bupau ini. v

» Baglan Ketlga
Pengelolaan Email Website, dan Domain

Pasal 8 . :
(1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
- profesionalisme, = Pemerintah Daerah melaksanakan
pengelolaan Email, Website, dan Domain resmi yang
digunakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Setiap PD harus memiliki Email dan Wesite resmi.
(3) Email resmi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus menggunakan alamat Email yang berakhxran
v ,@karanganyarkab go.id. .
(4) Website resmi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya memuat konten sebagai berikut:
profil PD;
tugas pokok dan fungsi PD;
kontak telepon dan alamat PD;
informasi terkait pelayanan publik bagi PD yang
melaksanakan pelayanan pubhk
informasi terbarukan;
informasi publik lainnya sesuat dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. :

'vap

™0



(5) Website resmi PD sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
~merupakan Sub-Domain dari Domain resmi Pemermtah
© Daeralhlyaltu karanganyarkab.go.id.
: pengelolaan = Domain  re
dilakukan oleh Diskominfo. smi  Pemerintah Dacrah
| (7) Pedoman teknis Pengelolaan Email, Webszte dan
‘Domain’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ’dlatur
dalam Lamplran Peraturan Bupat1 ini.

Baglan Keempat |
Pengelolaan Bandwzdth Intemet

: Pasal 9
(1) Pengelolaan Bandwidth Internet dlprlontaskan untuk

tujuan optimalisasi penggunaan bandwidth secara
terpusat dan berbagi pakai.

{2) Perawatan, - pengaturan dan ‘penanganan
permasalahan jaringan Internet Pemermtah Daerah'
-menjadi tanggung jawab Diskominfo. '

(3) Pedoman teknis Pengelolaan Bandwidth Internet

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Lampiran Peraturan upati ini.

- Bagian Kehma
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informa31 dan
Perangkat Lunak _ '

Pasal 10
(1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan.
Perangkat Lunak ditekankan untuk mewujudkan
Sistem Informasi terintegrasi dan menyeluruh. ,
(2) Untuk mewujudkan sistem informasi dan Perangkat

‘Lunak yang terintegrasi dan menyeluruh diperlukan

standarisasi pengembangan dan pengelolaan sxstem
~ informasi Pemerintah Daerah. .
(3) Pedoman teknis Pengembangan dan Pengelolaan s
Sistem Informasi dan Perangkat Lunak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini. I

‘Bagian Keenam
Standarisasi Keamanan Informasi, Jaringan dan Slstem
InformaSI

Pasal 11

(1) Keamanan Informasi merupakan tanggung Jawab‘

bersama antar PD beserta semua plhak yang’v
‘mengunakan perangkat - Komputer, jaringan

- Komputer, dan perangkat. teknolog1 milik Pemerintah
Daerah. '
(2) Setiap penggunaan dan pengembangan Sistem

Informasi harus memperhatlkan aspek user dan

password, hak akses file-file rawan, dan Port.
(3) Pedoman teknis Standarisasi Keamanan Informasi,
Jaringan dan Sistem Informasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini. '



el

@

. d. administrator Jarmgan Komputer Pemermtah

 f. koordinator = optimalisasi - pemanfaatan  dan

@

4

Tata Kelola Sumber Daya Manusia di B1dang TIK

'b. berperan aktif dalam perencana pengembanganf

‘sebagai fasilitator pengelolaan infrastruktur Jarlngan
 dan Sistem Informasi. it

- Sistem Informasi sebagaimana dlmaksud pada ayat
~ (3) bertanggung jawab sebagai: ‘

_ b. koordinator Teknologi Informasi yang;

Baglan Ketujuh

» Pasal 12 _
Pengelolaan infrastruktur dan Sistem Informa31 d1

lingkungan Pemermtah Daerah dilaksanakan oleh
Diskominfo.

Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi padai
Diskominfo memiliki tanggung jawab sebagai berikut: -

a. berperan sebagai Chief- Informatzon Officer (CIO)
 Pemerintah Daerah; '

~ infrastruktur - Jaringan dan Sistem Informasi
- Pemerintah Daerah;
c. pelaksana teknis pengembangan infrastruktur
~ Jaringan dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

- Daerah;
e. administrator Seruer Pemermtah Daerah dan

- pengelolaan teknologi informasi di lmgkunganifﬂf-
- Pemerintah Daerah. o
Setiap PD menunjuk satu personel yang bertugas}'f:v:

Fasilitator pengelolaan 1nfrastruktur Jarmgan dan

a. pengelola Teknologi Informasi di internal PD; .

menghubungkan antara Diskominfo dengan PD;

- c. fasilitator bagi para admin Sistem Informasi yang-"fz;i_ f’f}.f.‘ "

(1)
- Pemerintah Daerah.

(2)

- d. pengelola Website resmi pada PD.
(3} -
"~ Bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = -

~ diatur lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati - .

dikelola oleh PD bersangkutan, dan

Pedoman teknis Tata Kelola Sumber Daya Manus1a.;f} o

ini.

. Bagxan Kedelapan -
Standar Operasmnal Prosedur Tata Kelola Sumber k
S Daya TIK ’ a

| | Pasal 13
Bupat1 menetapkan Standar Operasional Prosedur = .-
Tata Kelola Sumber Daya TIK- d1 hngkungan S

Ketentuan lebih lanjut méngenal Standar Operasmnal
Prosedur Tata Kelola Sumber Daya TIK sebagaimana @ -

- dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan o B

_ Bupau tersendm




o

S ( ) - terhadap penerapan tata keiola TIK di ngkungan

' Pemerintah Daerah. S
‘Pembinaan dan pengawasan sebagalmana dlmaksud
' pada ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
© a. mengidentifikasi program prioritas, capalan

‘ ‘membentuk Tim Pembina dan Pengawas Penerapanff
S ,Tata Kelola TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah. = -
@
pada ayat (3) dltetapkan dengan Keputusan Bupat1 L

o Pada saat Peraturan Bupatl ini mu1a1 berlaku o
~ Infrastruktur jaringan Komputer antar PD yang telah
 dibangun secara bertahap dialihkelolakan kepada
~ Diskominfo dalam waktu yang disepakati. bersama

o o ~ TIK secara tenntegras1 dan menyeluruh; :
" b. meningkatan  kapasitas sumber daya 'TIK‘ :

 borkualitas;,
- .- meningkatan . kapasn;as SDM TIK melalu ,

vDalam ‘melakukan pembmaan dan pengawasan,

‘Bupati ini ditetapkan,
' Penyediaan layanan Bandwzdth Intemet pada PD yang
. telah terhubung dengan Jjaringan internal Pemerintah
. Daerah dapat dilanjutkan sampai akhir masa kontrak
. dan Selanjutnya menggunakan Bandwzdth Inteme
. bersama o

o BABV .
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN B

' Pasal 14 SNV
Bupatl melaksanakan pembmaan dan pengawasan

~ permasalahan, berikut upaya pemecahan masalah
” .,dalam rangka percepatan implementasi tata kelola

~ Pemerintah - - Daerah - dengan menjamin :
 Kketersediaan Janngan TIK, email, Website, Domain, .
sistem - informasi, .. hardware, = software, dan
- Bandwidth = internet secara - memadah1 vd}an

~ pendidikan formal , pelatlhan dan seruﬁkasf-‘
keahlian. o

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat

Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dlmaksud

S BAB VI o
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

'selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan



s ‘Peraturan Bupat1
/ dlundangkan '

’Agar setlap

‘pengundangan

~ penempatannya
- Karanganyar.

- v-Dlundangkan di Karanganyar
. Pada tanggal 2 Januan 2018

’VSEKRETARIS DAERAH,

SAMSI

Pasal 16 f el e

ni ‘mulal berlaku pada taﬁggéi

oi‘ang B r-flehgetahu'inya:.‘v memenntahkan - SN
Peraturan  Bupati ~ ini = dengan. =
dalam Benta Daerah Kabupaten_.jv_{';*f’

’ﬁ Dltetapkan dl Karanganyar g o |
© ' pada tanggal 2 Januari . 2018
- BUPATI KARANGANYAR,

~ JuuyatMONO.

N :_:,-}f;'BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 3 D
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. "‘;2,

s:;"p c:‘,?J

o

| LAMPIRAN

" PERATURAN BUPATI KARANGANYAR':‘;‘-'ff?fj’, =

~ NOMOR 3 ~TAHUN 2018
TENTANG |

. TATA  KELOLA  TEKNOLOGI
 INFORMASI DAN ~ KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH. o

o KABUPATEN KARANGANYAR

PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA

o SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

AL Pedornan tekms tata kelola mfrastruktur Jarlngan TIK Pemermtah: o
- 'Dacrah adalah sebagai berikut:
tata kelola infrastruktur Janngan TIK Pernermtah Daerah yang cl
.+ menghubungkan antar PD dilaksanakan oleh Diskominfo; - =~
2. Jaringan Komputer dan perangkat lain yang menghubungkan. .
~ internal PD dikelola oleh PD yang bersangkutan dan untuk
. konfigurasi teknis dapat berkonsultasi dengan Dlskommfo, o
~ pengalokasian alamat Internet Protocol (IP) Jaringan Komputer yang
~menghubungkan antar PD dikelola oleh Diskominfo; = S
.. Diskominfo bertanggung jawab atas konektivitas Jaringan Komputer SR
- dari Network Operating Center (NOC) Pemerlntah Daerah sarnpa1 ke"j o
 Router yang terpasang pada masing-masing PD; ' oo
. Jaringan Komputer dan perangkat lain yang terhubung dlbawah. T
° - Router PD, men_]adl tanggung jawab PD ‘masing-masing serta dapat R
“n-.”berkoordlnam dengan Dlskommfo dalam pengelolaannya v o

iKebljakan tata kelola emall Webszte dan Domam Pemermtah Daerahtv_‘-v
- _fadalah sebagai benkut o =

setiap PD harus mempunyal emazl resml yang dlgunakan untuk ,‘f
. berkorespondens1 secara kelembagaan; S
 email resmi PD yang digunakan untuk berkoresponden31 secara Lo
" kelembagaan harus rnenggunakan alamat emall yang berakhlran.-f
©  @karanganyarkab.go.id; . R
- 3." pembuatan akun email resmi PD d1laksanakan oleh Dlskommfo dan‘} e
" i setiap PD dapat mempunyal leb1h dar1 satu akun ematl sesuai
 dengan kebutuhannya; ’ R
.- pengelolaan akun email resmi PD menjadl tanggung Jawab PD yang, o

: bersangkutan dan dapat dikoordinasikan dengan Diskominfo; =~
. setiap PD harus memiliki Website resmi yang diakui - oleh - L
- Pemerintah Daerah sebagai ' Sub-Domain ~ dari Domam resml‘ L
Pemerintah Daerah yaitu karanganyarkab go.id; : o
- Website resmi PD sekurang kurangnya memuat konten sebagalg.
.“‘,benkut S L T ST

. proﬁI PD o -
. tugas pokok dan fungSI PD

‘kontak telepon dan alamat PD; . ' ' ’
.. informasi terkait pelayanan pubhk bag1 PD yang melaksanakan
* pelayanan publik; - : o Lo ,
. informasi terbarukan,

-perundang—undangan o

‘informasi pubhk lalnnya sesua1 dengan ketentuan peraturan T



. 'f}-’pengelolaan konten Webszte resmi PD men_]adl tanggung _]awab o

masmg-masmg PD;

~ penyimpanan hostmg WebStte PD dapat menggunakan Server:- L
" Diskominfo atau Server PD yang terhubung dengan Jarlngan' .

‘ Komputer Data Center Diskominfo;.

. penyimpanan hosting Website PD yang menggunakan selain Server :
- Diskominfo dan Server PD harus segln Sekretams Daerah melalul.vj;i o

D1skom1nfo, -

Diskominfo; - Co l

aksesibilitas Website - rcsm1 PD yang dltempatkan d1 Server,’

' Diskominfo menjadi tanggung Jawab Diskominfo; dan

keamanan Website resmi PD yang dltempatkan pada Server .
‘Diskominfo menjadl tanggung Jawab PD dan D1sk0m1nfo secara

o ,bersama—sama

i C Kebljakan tata kelola Bandwldth Intemet Pemermtah Daerah adalah |

~sebagai berikut:

1

. Penyediaan layanan Bandwzdth Internet pada seIuruh PD yang}
- terkoneksi dengan jaringan internal Pemermtah Daerah dilaksanakan - =
dengan cara berlangganan Bandwldth Intemet bersama yang terpusat AR

di Dlskomlnfo

. seluruh PD. yang terkonek31 dengan Janngan mternal Pemermtah
" Daerah menggunakan Bandwidth Intemet bersama, kuota’ Bandwzdth I
- Internet untuk masing-masing PD dlsesualkan dengan beban kerja
- penggunaan Internet pada PD dlmaksud e
.. pengadaan Bandwidth Internet pada PD yang telah terhubung dengan‘ TR

~ jaringan - internal Pemerintah Daerah namun PD membutuhkan =

- kapasitas yang lebih besar dan belum dapat dilayani dengan = -
“menggunakan layanan bersama, maka dapat mengadakan Bandwidth =~
Internet mandiri dengn mengajukan izin kepada Bupat1 melalul‘ T

- Kepala Diskominfo; dan TR
PD. yang tidak terkoneks1 dengan Jarlngan 1ntemal Pemenntah e
Daerah dapat melakukan penyediaan layanan Bandwidth Internet,}f:;

i - v secara mandm dan berkoordlnasx dengan Kepala DISkomlnfo

D Kebgakan Pengembangan dan Pengelolaan S1stem InformaSl dan_’.
Perangkat Lunak Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: . e

. Prinsip-prinsip yang diacu dalam pengembangan Slstem Informa31 d1,' S
. Lingkungan Pemerintah Daerah adalah: - Sl
. a. kontinuitas yaitu = Sistem - 1nf0rma81 yang dlbangu.n harus}' e

mempunyai dukungan dan cadangan sistem yang baik;

| },b.‘ ‘kompatibilitas yaitu Sistem Informam yang dlbangun harus dapat S

. 'mteroperabllltas yaitu Sistem Informasi yang d1bangun harus*-:'
dapat bertukar informasi, meng1r1mkan dan menggunakan SRR

o d. terbarukan yaitu Sistem Informasi yang dlbuat harus dapat untukv RO |

e “sustainabilitas yaitu pengcmbangan Sistem Informasi harus dapat - ”
~ dilakukan secara berkelanjutan, tldak hanya oleh pengembang.; o

diimplementasikan pada banyak perangkat

informasi dari Sistem Informasi lamnya

- diperbaharui dan dlkembangkan sesuai kebutuhan;

o _pertama, tapi juga dapat dilakukan oleh pengembarlg selanjutnya;

" f. - integratif yaitu . Sistem = Informasi yang dibangun dapat g
. digabungkan dengan sistem lain sehmgga dapat membentuk satu .

~ Sistem Informasi yang terpadu, o |

R e Keamanan Informasi yaitu Sistem Inforrna31 yang dlbangun harus

dljarmn Keamanan Inforrnasmya dan o

pengelolalan Domazn resml Pemerlntah Daerah dxlakukan oleh o



" h. visualitas (uSer friendly) yaitu Sistem Ihfoi‘masi yang dibangun '

10.

11.

12.

14.

harus mempunyai tampilan yang baik, informatif, mudah
dipahami, mudah digunakan, dan dapat menyesualkan dengan
perangkat yang mengaksesnya.
PD di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan
pengembangan Sistem Informasi untuk keperluan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi PD tersebut;
pengembangan Sistem Informasi dapat dﬂakukan melahn penycdla
pihak ketiga atau dengan pengadaan swakelola; |

setiap Sistem Informasi yang dlkcmbangkan harus mempunyai

sistem keamanan yang memadai;

pengembangan Sistem Informasi yang berkaitan dengan Data yang
bersifat rahasia menurut jenis informasinya berdasarkan
kententuan Undang-Undang, dilaksanakan secara swakelola;

PD yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan Sistem
Informasi harus berkoordinasi dengan Diskominfo;

penempatan hosting Aplikasi dan ,penyimpanan data Sistem .

Informasi harus mengunakan Server yang berlokasi di wilayah
Indonesia, menggunakan Server Diskominfo, atau Server PD yang
terhubung dengan Jaringan Komputer Data Center Diskominfo;
setiap hasil dari kegiatan pengembangan Sistem Informasi yang
dilakukan oleh PD, baik yang melalui penyedia pihak ketiga atau
swakelola dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

seluruh Kode Sumber yang digunakan dalam pengembangan Sistem -

Informasi harus diserahkan kepada PD dan menjadi milik
Pemerintah Daerah;

‘pengembang Sistem Informas1, baik yang melalui penyedla pihak

ketiga atau swakelola oleh PD harus memberikan akses setingkat
admin atau root ke Server yang digunakan oleh Aplikasi tersebut

 kepada personil yang ditunjuk oleh PD atau kepada Diskominfo;
setiap pengembangan Sistem Informasi wajib menggunakan :

perangkat lunak legal atau memanfaatkan perangkat lunak kode

~terbuka (Open Source Software);

setiap kegiatan pengembangan Sistem Informasi harus dtsertal
dengan dokumentasi sebagai berikut:

~a. laporan  aktivitas tahapan tahapan dalam Siklus

‘Pengembangan Sistem Inforrnam (Systems Development Life
- Cycle/ SDLC);

_} b. manual pengguna Aplikasi dan dukungan teknis lamnya,

c. materi transfer pengetahuan dan materi pelatlhan bagi admln
PD dan user Sistem Informasi dimaksud;

setlap pengembangan Sistem Informasi harus mempunyai fasxhtas

penyimpanan data cadangan eksternal dan catu daya cadangan

‘Uninterruptible Power Supply (UPS) yang memadahi;
 setiap Pengembangan Sistem Informasi harus memenuh1 kriteria
~antarmuka dan konten sebagai berikut:

" a. antarmuka Sistem Informasi yang _dikembangkan di

Lingkungan Pemerintah Daerah dapat berbasis web (web
based), desktop (Aplikasi Komputer), perangkat bergerak (tablet
atau telepon seluler), atau gabungan dari antarmuka tersebut;

~ b. untuk Sistem Informasi dengan antarmuka berbasis web atau

perangkat bergerak, harus mempunyai tampilan beranda (mdex
atau home) secara terbuka yang memuat: -
1) nama Aplikasi;

2) PD pengampu Aplikasi; ‘

3) deskripsi yang berisi gambaran smgkat Aphkam dan
‘ panduan penggunaannya; dan v
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4) foto, grafik- atau obyek lain yang menampilkan agregaéi
atau sebaglan isi data yang ada pada Apllka31

15 Setlap Pengembangan Sistem Informasi memenuhi kriteria Bahasa
‘ Pemrograman dan Kode Sumber sebagai berikut:
a. Sistem Informasi yang dikembangkan di Lingkungan

b

C.

d.

Pemerintah  Daerah menggunakan salah satu Bahasa
Pemrograman berikut: o '

1) phyton;

2) C, C++, CH#;

3) Jjava, javascript;

4) PHP;

S5) ASP.NET;
6) perl;

7) ruby;

8) visual basic;

9) delphi, kylix.
jika terdapat ~pengembangan Sistem Informasi dengan
menggunakan Bahasa Pemrograman selain sebagaimana
tersebut pada huruf (a) harus izin kepada Bupati melalui Kepala .
Diskominfo; ' ’
teks Bahasa Pemrograman atau Kode Sumber Sistem Informasi »

- yang dikembangkan tidak dienkripsi, dikunci, atau tertutup;

Kode Sumber tersebut harus bisa dibaca dengan jelas,
terstruktur dan mempunyai dokumentasi program yang baik.

16 Setlap Pengembangan Sistem lnforma31 memenuhi kriteria Database

17.

a.

c.

~ sebagai berikut:

Sistem Informasi yang dlkembangkan harus menggunakan salah
satu dari Database berikut: - ' ‘
1) oracle;

2) mySQL/ mariaDB;

3) microsoft SQL Server (microsoftSQL);

4) postgreSQL; ‘

jika menggunakan database selain sebagaimana tersebut pada
huruf a harus izin kepada Bupati melalui Kepala Diskominfo;
Data dan struktur database harus bisa dibuka dan terbaca oleh
personil teknis pada PD atau Diskominfo; '
Database dan tabel-tabel didalamnya harus tidak dienkripsi,
dikunci, atau tertutup, kecuali untuk field-field khusus yang'
diperlukan; dan

Database yang digunakan memungklnkan untuk berkomunikasi
dengan database dari Sistem Informasi lain.

Penggunaan perangkat lunak (Software) dan Perangkat Keras
(Hardware) untuk keperluan penyelenggaraan Pemermtahan harus
memenuhi Kkriteria sebagai berikut:

a.

perangkat lunak dan sistem operasi (operating system) yang
dipergunakan pada perangkat Komputer Pemerintah Daerah
harus legal (berlisensi) atau bersifat open source; dan _
setiap pengadaan perangkat keras (Komputer dan Perangkat
Jaringan) untuk keperluan Pemerintah Daerah harus
“memenuhi aspek efisiensi dan Kesesuaian antara spe31ﬁka31
perangkat dengan arah penggunaannya v

E. Kebuakan standarisasi Keamanan Informa31, jaringan, dan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keamanan Informasi, jaringan, dan Sistem Informasi Pemerintah

- Daerah menjadi tanggung jawab bersama antar PD beserta semua
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pihak yang mengunakan perangkat Komputer, Jarlngan Komputer,
dan perangkat teknologi milik Pemerintah Daerah;

setiap penggunaan dan  pengembangan = Sistem Informa31
memperhatikan aspek user dan password hak akcs ﬁle-ﬁle rawan,
dan Port, dan '
upaya-upaya pengarahan dan pembmaan yang berkaltan dengan
keamanan Sistem Informasi Pcmerlntah Daerah menjadl tanggung

© jawab Diskominfo. .

.:Kebljakan tata kelola Sumber Daya Manusia d1 bldang TIK adalah |

sebagai berikut:

1.

pengelola infrastruktur dan Slstcm Informasi  pada Dlskomlnfo
memiliki tanggung jawab sebagai berikut: '
a. berperan sebagai Chzef Information Ofﬁcer (CIO) Pemermtah
Daerah;
b. berperan aktif dalam perencana pengembangan mfrastruktur '
Jaringan dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
pelaksana teknis pengembangan mfrastruktur Janngan dan
- Sistem Informasi Pemerlntah Daerah; : :
administrator Jaringan Komputer Pemerintah Daerah
administrator Server-Server Pemerintah Daerah; dan
koordinator optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan teknologl_
~ informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

2

"o o

. setiap PD menun]uk setidaknya satu orang personel sebagai pengelola

infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi;

pengelola infrastruktur Janngan dan Sistem Informasi sebagalmana
dimaksud pada angka 2 bertanggung Jawab sebaga1 berikut:

a. mengelola Teknologi Informasi di masing-masing PD;

- b. mengelola Teknologi Informa51 yang menghubungkan antara'

Diskominfo dengan PD;

c. memfasilitasi para adrnln Sistem Informasi yang dikelola oleh PD
bersangkutan; dan

d. mengelola Website resm1 ‘pada PD

. pengelola infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasx memiliki

integritas, jujur, kompeten, tidak memiliki konflik kepentingan serta
tidak memanfaatkan kapasitas dan p031s1nya untuk kepentlngan yang

bertentangan dengan hukum; dan
. pengelola infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi pada masmg-

masing PD dapat dlberlkan 1nsent1f dan pengembangan kompeten31
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